
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Sdw

   

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama  Sendawar yang memeriksa dan mengadili  perkara

Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan  Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhamad  Rufikhin  bin  Tosari,  tempat  dan  tanggal  lahir  Jember,  25

September  1992,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Petani  Karet,  bertempat  kediaman  di

Kampung  Purwodadi  RT.  06,  Kecamatan  Linggang

Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I;

dan

Lujiah Syafitri binti Suyanto,  tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 27 Juli

1991,  agama  Islam,  pendidikan  SD, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  kediaman  di

Kampung  Purwodadi  RT.  06,  Kecamatan  Linggang

Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Isbat Nikah dengan suratnya

tertanggal  04  November 2019 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Sendawar dengan register Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Sdw, tanggal  04

November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II  telah melangsungkan perkawinan di

bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal

23 Maret  2011 di  Kecamatan Linggang Bigung,  Kabupaten Kutai  Barat,

Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor

urusan agama setempat;
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2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang

bernama  Suryansyah dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah

kandung Pemohon II  yang bernama  Suyanto, namun memberikan kuasa

kepada imam yang bernama  Suryansyah melalui telepon untuk bertindak

menjadi  wali  nikah  Pemohon  II  dikarenakan  ayah  kandung  Pemohon  II

berhalangan hadir dikarenakan berada di Provinsi Riau;

3. Bahwa,  perkawinan  tersebut  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  yang

bernama  Sukamto  dan  Sumantoro,  dengan  mas  kawin  berupa  uang

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon

II berstatus janda cerai;

5. Bahwa,  antara  Pemohon I  dan Pemohon II  tidak  ada hubungan nasab,

hubungan  kerabat,  semenda  dan  hubungan  sesusuan  serta  memenuhi

syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

6. Bahwa,  selama perkawinan tersebut,  Pemohon I  dan Pemohon II  hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak yang bernama:

1. Muhamad Ferdi Yansyah bin Muhamad Rufikhin, umur 6 tahun (Tering,

15 Februari 2013)

2. Muhamad  Maulana  Fahrizza  bin  Muhamad  Rufikhin,  umur  3  tahun

(Linggang Bigung, 26 Desember 2015);

7. Bahwa,  selama  perkawinan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

menggugat perkawinan Pemohon I  dan Pemohon II  dan selama itu pula

Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan

tersebut ke Kantor Urusan Agama Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat

demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak

serta administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon

II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.
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Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

mengadili  dan memutuskan perkara  ini,  selanjutnya menjatuhkan penetapan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhamad Rufikhin bin Tosari)

dengan Pemohon II (Lujiah Syafitri binti Suyanto) menurut hukum;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai

hukum yang berlaku.

 Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan  para

Pemohon telah datang menghadap di persidangan (in person);

Bahwa  dalam  persidangan  para  Pemohon  menyatakan  tetap

mempertahankan isi permohonan para Pemohon, dengan tambahan Pemohon

II resmi bercerai  dengan suami terdahulu sejak tanggal  25 April 2018 dengan

Akta Cerai Nomor 1875/AC/2018/PA.Bwi;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini,  maka semua hal  yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  mengenai  permohonan  Pengesahan

Nikah  yang  diajukan  oleh  para  Pemohon  yang  beragama  Islam  dan

perkawinannnya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49

ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang Nomor  50 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.

Pasal  7  ayat  (2) dan (4)  Kompilasi  Hukum Islam,  maka  Pengadilan  Agama

berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sejak

tanggal  23  Maret  2011  dan  masih  rukun  dalam  membina  rumah  tangga,

sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta

Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah. Oleh
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karena itu, para Pemohon memiliki  legal standing untuk mengajukan perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dalam  persidangan  menyatakan

bahwa  dalil-dalil  yang  disampaikan  dalam  surat  permohonannya  adalah

kejadian yang sebenar-benarnya, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang,  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  sesuai  pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam,  rukun

nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan

ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil  alih pendapat Ahli  Fikih

dari  kalangan  madzhab  Syafi’i  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh

‘Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab Al-Fiqh ’ala Madzahibil Arba’ah, sebagai

berikut:

الشسسافعيه قسسالوا : اركسسان النكسساح خمسسسة : زوج

وزوجة وولى وشاهدان وصيغة
Artinya:  “Menurut  para ahli  fikih  dari  kalangan mazhab Syafi’i,  bahwa

rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua

orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang,  bahwa  Pemohon  II  mengakui  masih  terikat  perkawinan

dengan laki-laki lain saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Kompilasi Hukum Islam disebutkan

diantara syarat nikah bagi calon suami dan calon isteri yang melangsungkan

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan. Halangan perkawinan tersebut

dinyatakan dalam pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena

wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat  satu  perkawinan  dengan  pria  lain.

Demikian  pula  pasal  9  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
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Perkawinan menyatakan, seorang yang terikat perkawinan dengan orang lain

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2)

dan  dalam  pasal  4  Undang-undang  ini.  Maka,  Pemohon  II  telah  terbukti

melakukan  praktek  poliandri  (bersuami  lebih  dari  satu  orang)  yang  dilarang

menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  pada  pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang

tidak  dilaksanakan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  merupakan

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang,  bahwa  selain  agar  terjaminnya  ketertiban  perkawinan

masyarakat  Islam,  pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  juga  akan  menjamin  terpenuhinya  syarat  dan  rukun

perkawinan,  sehingga  perkawinan  tersebut  jelas  keabsahannya.  Sedangkan

perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh para

Pemohon, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  para  Pemohon  harus

dinyatakan ditolak; 

Menimbang,  bahwa untuk  tertibnya perkawinan,  para  Pemohon dapat

melangsungkan  perkawinan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon berdomisili, sehingga para

Pemohon memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

para Pemohon untuk membayarnya;
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Mengingat  pasal  perundang-undangan  dan  hukum  Syar'i  yang

berkenaan dengan perkara ini,  maka majelis  hakim menjatuhkan penetapan

sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim  pada hari  Selasa tanggal  7  Januari  2020 Masehi  bertepatan dengan

tanggal  11  Jumadil  awal  1441 Hijriah  oleh  kami  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sendawar yang  terdiri  dari  A.  Rukip,  S.Ag.  sebagai  Ketua  Majelis,

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.  dan Gunawan, S.HI.  masing-masing sebagai Hakim

Anggota,  penetapan mana pada hari  itu  juga diucapkan oleh  Ketua Majelis

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota     Hakim Anggota

 Ttd.           Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.       Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Proses       : Rp  50.000,00

3. Panggilan     : Rp520.000,00

4. Redaksi       : Rp    5.000,00

5. Materai          :       Rp    6.000,00                                       

Jumlah                     : Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)
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SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
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